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Abstract

Ri’ayah al-maslahah is the purpose of the law. This theory by Najm ad-Din at-Tufi serve as the first legal
considerations in mu’amalah. Maslahah considered independent without the support of certain nas even though
its meaning is contained in the passages. The theory is clearly different from the theory of the clergy in general.
One of the standard system of rules of classical figh books to the book of contemporary jurisprudence is ihdad. The
concept is unique and has been codified in the books of figh seems to be the dogmatic rules of grammar can not be
questioned over its validity. The concept ihdad has been standardized and codified the scholars in their books, the
case is not a serious problem when associated with the position of women in the previous era, but if you do a how
to find a solution as a meeting point in order to avoid collisions between the ideas that have been classical scholars
formulated with the real conditions of life of modern women in the public sector.

[Ri’ayah al-maslahah adalah tujuan hukum. Teori ini oleh Najm ad-Din at-Tufi dijadikan sebagai
pertimbangan hukum pertama dalam bidang mu’amalah. Maslahah dianggap independen tanpa
didukung nas tertentu walaupun maknanya sudah terkandung di dalam nas. Teori tersebut jelas
berbeda dengan teori ulama pada umumnya. Salah satu aturan sistem yang baku dari kitab-kitab
fikih klasik hingga kitab fikih kontemporer adalah ihdad. Konsep yang khas dan sudah dikodifikasi
dalam kitab-kitab fikih sepertinya merupakan tata aturan dogmatik yang tidak bisa dipertanyakan
ulang validitasnya. Konsep ihdad telah dibakukan dan dikodifikasikan para ulama dalam kitab-
kitabnya, kasus tersebut tidak menjadi problem serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan pada
era terdahulu, namun jika demikian adanya bagaimana mencari solusi sebagai titik temu agar tidak
terjadi benturan antara ide yang telah dirumuskan para ulama klasik dengan kondisi riil berupa
kehidupan perempuan modern di sektor publik.]

Kata Kunci: Ri"ayah al-Maslahah, ihdad

A. Pendahuluan Tufi berbeda pandangan dengan ulama lain

Kemasyhuran at-Tufi sudah tidak asing
lagi dalam kancah studi hukum Islam. Dalam
peta pemikirannya, at-Tufi meluncurkan kon-
sep ri’ayah al-maglahah, konsep yang menuai
kontroversi di kalangan ulama. Pasalnya, at-

dalam memetakan maslahah. Landasan utama
pendapatnya yang mendahulukan maslahah
atas nas adalah hadis J o= ¥s ora¥ 1

Hadis tersebut berpesan bahwa syar;‘ me-
ngenyampingkan segala bentuk kemudaratan

1

Hadis riwayat Ibn Majah dan Dar Qutni, Imam Malik al-Hakim dan al-Baihagqi, dari beberapa jalur dan tingkatan
yang berbeda, antara lain dari Abi Sa’id Sa’ad bin Sinan al-Khudri, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya dari ‘Ubadah Ibn
as-Samit dan Ibn ‘Abbas. Hadis ini berkualitas hasan, diriwayatkan dengan mata rantai periwayatan (sanad) yang
lengkap oleh Ibn Majah namun tanpa menyebut periwayat pertamanya alias mursal. Dalam jalur periwayatan yang
lain diriwayatkan oleh Malik bin Anas dalam al-Muwatta’ dari Amr bin Yahya dari ayahnya, dari Nabi tanpa
menyebutkan nama Abu Sa’id. Najm ad-Din at-Tufi, Kitab at-Ta'yin fi Syarh al-Arba’in (Beirut: Mu’assasah al-Rayyan al-
Maktabah al-Malikiyyah, 1998), hlm. 243.
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manusia.? Secara umum, at-Tufi membagi ling-
kup syariat ke dalam ibadah dan muamalah.
Dalam wilayah ibadah, at-Tufi menggunakan
pedoman syari’ sebagai penentu hukum,
sedangkan di wilayah muamalah seseorang
dapat menentukan hukum berdasarkan rasio;?
konsep ini yang ditentang oleh kelompok
usuliyyin.

Untuk itu, tulisan ini akan menguraikan
penerapan teori ri’ayah al-maslahah at-Tufi
terhadap kasus #)dad. Ipdad merupakan kajian
hukum Islam yang masih menuai kontroversi.
Dikatakan kontroversi karena keberadaan z/dad
di tengah-tengah masyarakat berbeda dengan
kondisi sosial maupun kebutuhan ketika 7as
diturunkan.

Kasus 7)dad juga berpengaruh ketika
menghadapi era modern, sebab spesialisasi
dalam dunia kerja adalah tempat paling tepat
untuk mendongkrak profesionalitas dan pro-
duktivitas, sehingga perempuan Islam Indo-
nesia harus memprioritaskan serentetan ke-
wajiban dalam Islam, baik dalam hal intelek-
tual maupun ekonomi. Keduanya perlu men-
dapatkan prioritas utama agar seseorang dapat
mencapai kualitas standar yang terjamin dan
terpenuhi hak-haknya dengan baik. Perem-
puan Islam masa kini juga memiliki peran
hingga masa mendatang. Sehingga ketentuan
ihdad sebagaimana dalam nas perlu diper-
timbangkan kembali.

Lain halnya jika terjadi pada suami, dalam
nas tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan
tentang keharusan suami melakukan 7)dad,
namun kenyataannya jika suami tidak melaku-
kan ipdad akan menimbulkan fitnah di kalang-

an masyarakat. Dugaan masyarakat ini tentu
tidak dibenarkan dalam Islam, oleh karenanya
harus dilakukan tindakan yang menuai kemas-
lahatan, bukan fitnah.* Oleh sebab itu, dalam
artikel ini akan dilengkapi penerapan teori ya)
al-maslapah at-Tufi untuk menjawab pertanyaan
tersebut.

B. Sekilas tentang at-Tufi

Sebagai seorang intelektual terkemuka di
kalangan mujtahid, at-Tufi memiliki proses per-
jalanan yang mengantarkanya hingga pada
titik yang menakjubkan. Dalam sejarah pen-
didikannya, at-Tufi dikenal sebagai sosok yang
senang merantau dari satu tempat ke tempat
lain untuk menimba ilmu pengetahuan dari
tokoh agama saat itu. Tahun 704 H at-Tufi me-
rantau ke Damaskus. Di tempat ini ia banyak
terlibat dalam pergulatan pemikiran secara
intens dengan beberapa pakar ilmu tafsir, ilmu
hadis, dan ilmu fikih dari kalangan Mazhab
Hanbali, termasuk di antaranya Taqy ad-Din Ibn
Taimiyyah(W. 728 H). at-Tufi dikenal sebagai
ahli usul bermazhab Hanbali, penyair dan ahli
bahasa yang intens dalam kajian usul. at-Tufi
hidup semasa dengan beberapa ulama seperti
Ibnu Rajab, Ibn Hajar, dan Ibn al-’Imad.

at-Tufi memiliki nama lengkap Sulaiman
Ibn ‘Abd al-Qawiyy Ibn ‘Abd al-Karim Ibn Sa’id
at-Tufi as-Sarsari al-Hanbali.® Kata at-Tufi ber-
kaitan dengan dengan lafal zanfa, yaitu sebuah
desa di sebelah Baghdad yang kurang lebih
berjarak dua farsakh. Dalam hal ini, Ibn Hajar
al-’Asqalani mengenalnya dengan julukan Ibn
Abi ‘Abbas. Secara kronologis, at-Tufi berasal
dari Tanfa, sedangkan Najm ad-Din yang ber-

2 Mustafa al-Biga dan Muhy ad-Din, a-Mistn al-Waf) fi Syarh al-Arba‘in an-Nawawiyah (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1989), hlm. 5.
* Najm ad-Din Abi Rabi’ Sulaiyman Ibn ‘Abd al-Qawiyy bin ‘Abd al-Karim Ibn S2’id at-Tufi, Syarh Mukbtasar ar-Rawdah (Kairo:

Mu’assasah al-Risalah, 1989 M /1409 H), III: 214.

4

Bukti kemudaratan laki-laki yang tidak melakukan ihdad terbukti oleh hasil ijtihad para ahli hukum Islam di

Indonesia yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XIX, Pasal 170, ayat 2, bahwa suami yang ditinggal
mati istrinya harus melakukan masa berkabung sesuai dengan masa kepatutan. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991,
Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, t.th.), hlm. 54.

> Mustafa Zayd, al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-Islami wa Najm ad-Din at-Tufi (Kairo: Dar al-Fikr al-’Arabi, 1964 M/1384 H), hlm. 67.
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arti”bintang agama”, merupakan lagab atau
julukan dari para pengikutnya, dan nama
tersebut yang populer di kalangan masyarakat.
Ulama seperti Ibnu Rajab, Ibn Hajar, dan Ibn
al-’Imad, menyatakan bahwa umur at-Tufi
mencapai 59 tahun dan tidak mencapai 60
tahun.

at-Tufi dikenal sebagai sosok yang sema-
ngat dan gencar dalam menyerukan perlunya
transparansi pemahaman agama, hingga pada
704 H, at-Tufi merantau ke Damaskus (Syiria).®
Di Kairo, at-Tufi menyerukan liberalisme dan
transparansi pemikiran keagamaan. at-Tufi di-
kenal sebagai tokoh yang berani menentang
arus pemikiran.” Akibatnya sempat terjadi
sejarah yang menjadi mimpi buruk at-Tufi,
karena setelah dua hari menetap di Kairo, di
bawah pemerintahan Qadhi Sa’ad ad-Din al-
Harisi yang berhaluan pemikir tradisionalis, al-
at-Tufi terkena hukuman 7’377 dan harus
mengelilingi beberapa jalan di Kairo, serta di
penjara beberapa hari dan diasingkan di al-
Qaus.® Musthafa Zaid menjelaskan bahwa
kejadian yang menimpa at-Tufi adalah akibat
dari faktor situasional yang berpengaruh besar
terhadap kejadian tersebut. Kejadian itu tidak
lain adalah sikap antipati ulama Kairo ter-
hadap arus pemikiran Ibn Taimiyyah yangjuga
merupakan guru sekaligus teman diskusi aat-
Tufi ketika berada di Damaskus.

Sebagaimana digambarkan as-Safadi’ at-
Tufi adalah seorang alim di bidang fikih ber-
mazhab Hanbali sekaligus penyair, sejarawan,
dan ahli bahasa. Akibat paham liberasi pe-
mikirannya, banyak ulama yang memberi esti-
masi bahwa at-Tufi adalah penganut Mazhab
Syi‘ah,'® minimal dia dituduh sebagai seorang
penganut Hanabilah yang tidak konsekuen
dengan paham Sunni yang diikutinya melalui
Mazhab Hanbali. Perlakuan at-Tufi tersebut
dianggap sebagai tindakan tidak menghormati
hakim sebagaimana dipaparkan Mustafa
Zayd:"

G oMl padia Gl Bl Ly o pud A pa 4yl e (IS 43l oy
Alay g ae S S

at-Tufi dianggap tidak menghormati
otoritas agama dan hadis Nabi yang bersumber
dari para ahli hukum yang sekaligus berstatus
menjadi gurunya. Akibat penghormatan at-at-
Tufi yang berlebihan atas akal, ia dianggap
keluar dari kewajaran sehingga menentang
otoritas dan asumsi dasar mazhab-mazhab
hukum, khususnya yang berkaitan dengan
sunnah Nabi, di mana tradisi pemaksaan
pendapat kepada ahli hukum untuk diikuti
muncul sejak dinasti Abbasiyah masa al-
Mutawakkil (W. 247 H/861 M).*?

Berikut adalah tuduhan yang meluncur
kepada at-Tufi sebagai pengikut Syi‘ah.

P L il Y il il s il b shall agl

¢ Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm.

105-106.
" Mustafa Zaid, al-Maslapah fi at-Tasyr’ al-Islami, hlm. 74.

# Qadi di Negara Kairo Mesir berhaluan tradisionalisme-Ahl al-Hadis. Hallaq menyebutkan bahwa genealogi atau

silsilah teori hukum Islam yang disebut dengan w4/ figh menuai konflik antara kelompok rasioanlis (ahl ar-ra’y) dan
kelompok tradisionalis (a/ al-padis). Menurut Hallaq, ra’y merupakan metode paling tren dalam penalaran hukum, dan
kelompok tradisioanalis mulai melakukan penegasan diri setelah kelompok ra’y mengadakan pembaruan sistem
penalaran hukum. Usaha kelompok tradisionalis tidak lain adalah untuk mendapatkan kekuatan dalam persaingan
metode dengan kelompok ra’y (rasionalis). Lihat lebih lanjut Wael. B. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 122.

® Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam, hlm. 106.

10 Jbid, hlm. 6.

1 Ibid., hlm. 75.

2 Didin Saefudin, Zaman Keemasan Islam Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasiyah (Jakarta: PT. Gramedia
Widia, 2002), hlm. 33.

B3 Mustafa Zaid, al-Maslapah fi at-Tasyri’ al-Islami, hlm. 74.
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Atas ungkapan tersebut, at-Tufi dituduh
sebagai penganut Syi‘ah' yang ekstrem.
Tuduhan tersebut berdasarkan syair karangan-
nya.'

SSU gaal o (g il # s allh bl ) Jlua
A 43 J8 e g # AR B el (e G oS

Berdasarkan syair di atas, at-Tufi dikecam
sebagai pengikut Syi‘ah. Kendati syair kedua
adalah pernyataan at-Tufi yang mengolok-olok
khalifah, namun beberapa karya at-Tufi me-
nunjukkan bahwa dirinya jauh dari paham
Syi‘ah bahkan menolak paham mereka sebagai-
mana yang orang Sunni lakukan. Kaum Syi‘ah
sangat berpegang terhadap hadis versi mereka,
sedangkan at-Tufi menerima hadis a/-arba‘in an-
Nawawiyah yang pada akhirnya di--syarahi,
hingga muncul kitab karyanya berjudul Kitab
at-Ta'yin fi Syarl al-Arba'in.

Klaim terhadap at-Tufi sebagai penganut
Mazhab Syi‘ah muncul dari ulama yang
bernama Ibnu Rajab.'® Ibn Rajab menyatakan
bahwa at-Tufi adalah seorang Hanabilah yang
inkonsisten terhadap paham Ahl al-Sunnah wa
al-Jama’ah. Ibn Rajab melihat indikasi tersebut
dari ungkapan at-Tufi dalam syair di atas
bahwa at-Tufi adalah pengikut Hanbali, Syi‘ah
Rafizah, Zahiri, dan Asy’ari.'”

Klaim di atas berbeda dengan pandangan
Mustafa Zaid yang menolak pandangan
bahwa at-Tufi adalah penganut Syi‘ah. Zaid
beralasan bahwa seandainya at-Tufi benar-
benar penganut Syi’ah, maka tidak dengan
mudah at-Tufi mau menerima Jadis al-arba‘in an-
Nawawiyah, bahkan at-Tufi mensyarahi kitab
tersebut. Sedangkan kelompok Syi'ah sendiri
tidak mau menerima hadis lain kecuali yang
diriwayatkan oleh Ahl Bayt.”® Zaid menam-
bahkan bahwa pemahaman keagamaan at-
Tufi yang cenderung liberal dan menentang
arus merupakan bagian dari independensi pe-
mikirannya dan upaya pengakomodasian
paham keagamaan termasuk dalam hal ini
adalah Syi‘ah yang tumbuh berkembang pada
masa itu.”

Dalam bermazhab, at-Tufi penganut
Mazhab Hanbali. Namun, sebagaimana
dipaparkan oleh Mustafa Zayd, at-Tufi ber-
usaha membebaskan diri dari pengaruh
mazhab hukum Muslim tradisional, terutama
dalam hal kritik terhadap akal yang kritis dan
bentuk pengabaiannya terhadap universalitas
al-Qur’an.? at-Tufi dikenal sebagai ulama ber-
mazhab Hanbali yang kontroversial,* akibat
pola pikirnya yang tidak sama dengan Imam
Ahmad bin Hanbal yang disebut sebagai imam

4 Syi’ah, menurut bahasa adalah pengikut, pendukung, partai atau kelompok, sedangkan secara istilah Syi'ah
adalah sebagian kaum muslimin keturunan Nabi saw. atau seorang yang disebut dengan Ahl Bait. Golongan ini
pertama muncul pada saat pemerintahan Ustman bin Affan dan berkembang pada masa Ali. Nasiruddin, Kisah Keadilan

(Jakarta: Republika, 2008), hlm. 14.
15 Najm al-Din al-Tufi, Kitab at-Ta'yin, hlm. 8.

16 Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Ibn Rajab al-Baghdadi al-Hanbali, beliau lahir di Iraq pada 764 H dan
wafat pada 795 H, penghafal al-Qur’an yang termasuk salah satu murid dari Ibn Qayyim al-Jawziyyah, termasuk
ulama yang hidup pada masa at-Tufi, termasuk ahli hukum bermazhab Hanbali dan ikut serta dalam pemberian label
Syi’ah terhadap at-Tufi. Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri” al-Islami, hlm. 74.

17 Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam, hlm. 107.

18 Faktor lain yang menjadi pijakan Musthafa Zaid adalah bahwa tidak ditemukan dalam ensiklopedi Mazhab
Syi‘ah dengan nama at-Tufi, namun nama at-Tufi banyak ditemukan dalam ensiklopedi Mazhab Hanbali.

19 Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-Islami, hlm. 86-88.

20 Ibid., hlm. 74.

21 Farouq Abu Zaid memberikan predikat terhadap Hanbali sebagai tokoh kaum fundamentalis. Pendapat yang

demikian berdasarkan Ahmad bin Hanbal juga tokoh yang mempropagandakan kembali gerakan taat dan
mengembalikan segala hal terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah, dan jelas hal ini berbeda dengan pola pikir at-Tufi. Lihat
lebih lanjut Farouq Abu Zaid, Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis, terj. Husain Muhammad (Jakarta: P3M,
1986), hlm. 36.
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kelompok fundamentalis oleh beberapa kalang-
an. Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai Mu;jtahid
Mutlag®? yang mempropagandakan gerakan
kembali kepada sumber-sumber Islam yang
pertama, yakni al-Qur’an dan Sunnah, secara
ketat.?

C. Teori Ri’ayab al-Maslahab

Kata maslahah berasal dari bahasa Arab
yang terbentuk dari lafal sa/aha yasinbu sulupan
wa sulahan wa salahiyatan. Sedangkan lafal
maslahah adalah berbentuk masdar (sesuatu
yang bersesuaian dan di dalamnya terdapat
sesuatu yang memiliki arti penting bagi sesuatu
itu), yakni sesuatu yang mendatangkan nilai
manfaat atau faidah baik materi ataupun
imateri.?* Kata maslahah®™ dalam bahasa Arab
bermakna baik atau positif,*® yang merupakan
isim mufrad dari kata maslapah. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, was/ahah adalah
sesuatu yang mampu mendatangkan kebaikan,
faidah, kegunaan, dan kepentingan.?’

Kata as-salah menurut al-Jawhari adalah
lawan dari lafal a/fasad. Kata salaha asy-syai’n
yaslubu-suluhan satu wazan dengan dakbala-
yadkbulu-dukhulan. Adapun kata alislah (kebaik-
an) adalah lawan dari lafal a/-/fsad (kerusakan).
Kata maslahah sendiri merupakan bentuk mufrad

dari masalip.®® Kata al-istislah) yaitu memberikan
penilaian positif atau mencari kebaikan adalah
lawan dari a/istifsad, yaitu memberikan penilai-
an negatif atau mencari keburukan.?

Bentuk kata di atas senada dengan pemak-
naan maglahab at-Tufi. Menurutnya, seluruh
dalil baik terperinci/ global dari al-Qur’an atau
as-Sunnah serta ijma’ terbentuk atas dasar
penarikan kemanfaatan dan penolakan
kemudaratan, sebagaimana pernyataannya:*
glaa¥ly adly QUSI (e Aliatay dlane A A des ) Bkl G
Hade leban 5 jliadll gda g mlladl Gl e s day pdll o) o il

falad! e )

Dalam memahami mwagslahah at-Tufi
menjelaskan:?!

Loy dlalS i o ool (58 505 2 ohall (g dleda b 2 Leadl Ll
ele iy 4 S A llal) B e 4 MBS a2 A3 a1
A g pall dallal)

Menurut at-Tufi, waslahah secara bahasa
adalah sesuatu yang keberadaannya menimbul-
kan keserasian dan tidak menimbulkan keza-
liman atau mudarat terhadap apa pun dan
siapa pun. Seperti pulpen akan bernilai 7zasiahab
jika dipakai untuk menulis dan pedang bernilai
maslahah jika dipergunakan untuk menghunus.
Sedangkan secara istilah at-Tufi mendefinisi-
kan magslahah sebagai berikut: 3

22 Mujtahid Mutlaq disebut juga dengan mujtahid fagih, yakni orang yang memiliki kemampuan untuk menggali
hukum dari sumber aslinya (al-Qur’an dan al-Sunnah) tanpa terikat dengan pemikiran orang lain. Lihat Zakaria al-
Ansari, Gayah al-Wusul fi Syarh Lubb al-Usul (Surabaya: al-Hidayabh, t.t.), hlm.147-148.

2 At-Tufi disebut sebagai penganut Mazhab Hanbali karena ia banyak belajar pada guru-guru bermazhab Hanbali.
Ia juga banyak menulis karya dengan pedoman usul fikih Mazhab Hanbali, berdasarkan karyanya ia mengaku telah
sampai pada tingkatan mujtahid mutlag, karena pandangannya tentang konsep al-maslahah berbeda dengan ulama lain.

Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri” al-Islami, hlm. 235.

24 Kamil Iskandar Hasyimah, al-Munjid al-Wasit fi al-’Arabiyyah al-Mu‘asirah (Lebanon: Dar al-Masyriq, 2003), hIm. 629.
2> Dalam hal ini, Masdar F. Mas'udi meletakkan kembali maslahah sebagai acuan syariat. Lihat lebih lanjut dalam
Zuhairi Misrawi, Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU (Jakarta: Kompas Media Press, 2004), hlm. 55.

26 Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788.
?7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),

hlm. 634.

28 Ahmad Munif Suratmaputra, Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan

Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 23.

[N}

0 Najm ad-Din at-Tufi, Kitab at-Ta’yin, hlm. 19.
1 Ibid., hlm. 239.
32 Ibid., hlm. 239.

Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, 2014 M/1435 H

° Atabik Ali dan Ahmad Zuhdy Muhdhor, Kamus al-Asri (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.), him. 1186.



Arifah Milati

Sl iy #Slall ) a3l cud) g s Giall sy laas Ll

gL asaie I eagall comall g ) sy 5 W ) Bl
Lo Ay, el adal ¢ LA oaaly o M andii 4 &5 Bale ) Bale

S gl s Al 5 (4 shaall il sy

Berbeda dengan kebanyakan ulama dalam
memandang maglahah, at-Tufi memiliki pan-
dangan sendiri dalam mengkaji maslahah. at-
Tufi mengabaikan pandangan ulama yang
membagi maslahah atas al-maslahabh al-nu'tabarab,
al-maglahah al-mulgabh, al-maslahah ad-daruriyyah, dan
ghair ad-daruriyyah, yakni at-tapsiniyyah dan al-
bajiyyah sebagaimana pernyataannya dalam
karyanya Muptasar ar-Rawdah>?

Mujey files 5ot o)) daluadl lped () oV o) ool il
Fliadl oo & jra M G yhally | 55| hoanidy yg i g B )5 pn
daladl gl slelye caidi: Ji b by iy I e el
lebaa) dlaaYl saaidll
Menurut at-Tufi, ulama yang membagi al-
maslahah pada maslahah mu’tabarah, mulgah, dan
al-magslahah al-mursalah adalah golongan yang
mempersulit diri. Pendapat itu dilontarkan at-
Tufi berdasarkan ijma’ yang terbukti bahwa
secara umum syara’ memelihara maslahah dan
menolak mafsadah. Bahkan, at-Tufi membeda-
kan konsepnya dengan konsep yang dibawa
oleh Imam Malik:**

o ol ) S Cunall o e paiinne Lol ) B 1 48 Sl o3 (o e
s g d oy llead cadle e A jall mllaally J gl
Sl ey @iy cliall G plally gasall o dysl
A L el i lladd

at-Tufi membagi lingkup syariat dalam
dua wilayah.* Pertama, wilayah ibadah dan
sejenisnya. Bagian ini berisi seluruh ketentuan
syara’ yang berkaitan dengan a/-pudud, yakni
ancaman hukuman yang memiliki batas

tertentu, a/-ugubat yakni hukuman yang sudah
dipastikan, dan a/-mugaddarat yakni aturan-
aturan yang mengandung ukuran yang pasti.
Kedua, wilayah muamalah dan sejenisnya,
yakni a/-’adah atau biasa disebut ‘urf, yaitu
kebiasaan baik di kalangan masyarakat dan
dapat diterima oleh rasio. Pembagian ini di-
jelaskan at-Tufi sebagai berikut:*
Sl e S L ldaay e 5 il gl iy 4
4 piny EDUadl e Loy pleall 5 all 4y ol idl
i daliad]
Menurut Mustafa Zaid, at-Tufi menge-
lompokkan hukum Islam ke dalam dua bagian.
Pertama, hukum ibadah dan mugaddarat, yang
maksud dan maknanya tidak mampu dijang-
kau oleh akal secara detail, pedoman yang di-
pakai dalam kelompok yang pertama ini adalah
nas dan ijma’. Kedua, hukum muamalah, adat,
siyasah, duniawiyah, dan sejenisnya, yang
makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh
akal, landasan yang kedua adalah kemas-
lahatan manusia, baik ada atau tidak nas dan
ijma’-nya:*’

b iy G saly bl kol Wl gl el s S g
plaa¥ly pall 4 el (1 b ey ol leguds llally c3ldad

Dalam ungkapannya, Zaid menjelaskan
bahwa dalam hukum-hukum syara” adakala-
nya masuk dalam wilayah ibadah, termasuk
di dalamnya mugqaddarat dan sejenisnya, dan
wilayah muamalah, adat yang menyerupai
muamalah. Jika sesuatu termasuk dalam wila-
yah yang pertama (ibadah), maka dikembalikan
atau diibaratkan pada nas dan ijma’ serta yang
sejenis dengan nas dan ijma’ di antara beberapa
dalil.

33 Najm ad-Din at-Tufi, Syarh Mukhtasar ar-Rawdah (Kairo: Mu’assasah al-Risalah, 1989 M/1409 H), III: 214.

3% bid., hlm. 214.
3 Al-Tufi, Kitab at-Ta’yin, hlm. 21.
36 Ibid., hlm. 21.

37 Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-Islami, hlm. 235.
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D. Pembentukan Ri’ayah al-Maslahah:
Tinjauan Epistemologis

Dalam mengkaji epistemologi sebaiknya
perlu dipahami terlebih dahulu makna dari
epistemologi. Muhammad ‘Abed al-Jabiri®
mendefinisikan epistemologi dengan proses
berpikir dan menjadi sumber pengetahuan,
cara atau strategi untuk mendapatkan suatu
ilmu pengetahuan. Di sisi lain, epistemologi
juga berarti bagaimana seseorang mampu
menghasilkan dan menyusun pengetahuan
yang benar. Dengan kata lain, epistemologi
adalah metode ilmiah yang dilakukan dalam
rangka, menyusun suatu pengetahuan yang
benar.*

Berikut ini beberapa dasar yang menjadi
pijakan at-Tufi dalam membentuk konsep
maslahah.

Pertama, independensi rasio atau akal
dapat menemukan (membedakan) antara
maslahah (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan)
(iall 5 muadl &by Jsiall ) Menu-
rut at-Tufi, akal sehat manusia memiliki kompe-
tensi dalam menentukan atau membedakan
magslahah dan mafsadah. Epistemologi yang per-
tama ini sangat bertentangan dengan pandang-
an mayoritas ulama, karena mereka kebanyak-
an berpendapat bahwa secara umum maslahalh
yang diakui adalah maslahah yang yang eksis

berpijak pada nas.** at-Tufi menunjukkan

karakter pemikirannya dalam memandang

maslahah:*'

¥ 455 Y pale Liallias 3 ja ) Gk W Jea das e il o
(Re 4l pagalll 2ab)agia

Ketika sampai pada hadis ke-32 (hadis,
Jlpa¥y ypa¥ ) at-Tufi menjelaskan bahwa
Allah memberikan kita sebuah sarana untuk
mengetahui seluk-beluk waslajah melalui akal.
Oleh karena itu, kita tidak perlu merujuk pada
spekulasi nas yang abstrak.

Kedua, maslahah sebagai dalil yang berdiri
sendiri (independen) dan terlepas dari nas.
(L saill e Jiiae o b Jals aladll)
Validitas kehujahan maslahah tidak memiliki
ketergantungan pada nas, dan sebaliknya
eksistensi maslahah dapat dibuktikan dengan
pembuktian empirik melalui adat (hukum
kebiasaan).*? Sebagai dalil syar’i yang inde-
penden, maslahah memberikan otoritas ter-
hadap akal untuk menentukan antara sesuatu
yang mengandung maslahah dan mafsadah.
Pandangan at-Tufi ini berseberangan dengan
pemikiran ulama seperti asy-Syatibi yang
menjelaskan bahwa waslahah harus memiliki
acuan nas yang jelas.*

% Nama lengkapnya adalah Muhammad ‘Abed al-Jabiri, lahir di kota Fejij (Feuqiq) pada 1936 di Maroko. Jabiri
terkenal sebagai penggagas ideologi nalar kritis hukum Islam yang secara umum terbagi menjadi tiga, antara lain
epistemologi bayani, ‘irfani, dan burhani. Menghasilkan sebuah karya berjudul Takwin al-’Aql al-’Arabi. Ainurrafig Dawam,
“Nalar Kritis Hukum Islam”, dalam Jurnal Ilmu Syari’ah Asy-Syir'ah (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,
2005), Vol. 39, No II hlm. 354-363. Bandingkan dengan Walid Harmaneh, “Kata Pengantar” dalam M. “Abed al-Jabiri,
Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab Islam, terj. Moch. Nur Ichwan (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. xvii.

3 Jujun S Suria Sumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), him. 105.

40 Jika diteliti lebih mendalam, kerangka epistemologi at-Tufi mirip dengan kerangka berpikir kelompok Mu'tazilah.
Menurut Mu'tazilah akal pikiran manusia mampu mengenal baik dan buruk sesuatu ada yang tidak memerlukan
renungan atau badihi, namun ada yang memerlukan renungan atau nazari. Sesuatu yang bisa diketahui baik dan
buruknya tanpa memerlukan renungan, misalnya menolong orang yang sedang tenggelam di lautan, dengan mudah
dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan baik. Begitu pula jika melakukan perbuatan zalim pada
orang lain, dengan mudah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan buruk. Dalam hal ini, akal dapat
mengetahui tanpa memerlukan peran wahyu. Lihat lebih lanjut dalam Satria Effendi, Ushul Figh (Jakarta: Kencana,
2009), hlm. 21.

1 At-Tufi dalam Syarh Arba’in an-Nawawiyah tentang Maslahah fi at-Tasyri’ al-Islami, hlm. 233; Husain Hamid, Nazariyyah
al-Maslahah fi al-Figh al-Islami, hlm. 530. Tentang Syarah al-Tufi terhadap hadis ) ¥ 5. ) ypa¥

2 Husain Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah fi al-Figh al-Islamy (t.tp.: Dar al-Nahdah al-"Arabiyah, 1971), him. 531

#3 Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.) I: 72..
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Ketiga, lapangan operasional maslahah
adalah muamalah dan adat, bukan ibadah dan
muqgaddarat, atau dalam istilah arabnya adalah

093 ol galall o s aml 2l ol JL2
ol Al
Dalam asas ini at-Tufi menunjukkan bahwa
pandangannya tentang maslahah tidak jauh
berbeda dengan pandangan ulama secara
umum. Statemen di atas menunjukkan bahwa
wilayah maslahah menurut porsi idealnya tidak
dapat menyentuh sakralitas ritus keagamaan,
yakni ibadah »ahzah, sebagaimana telah dijelas-
kan Husain Hamid Hasan.*
el Jlaa o IS Ly 3 Ll dabead () skl 6
il U L Sy el Y Aabeaal) (i, <l paiall 5 ilalaal Lel laall
g ol alSal (o S o J s dpe Al ALY Ay g plaally il Lo
Gllally @aadl (& ) iy S pmaaly Sl (3 an o) L
ALY (0 Lot gy pLaa¥l g paill 48 il J5Y) 8 g (8 g

Berdasarkan definisi di atas, at-Tufi me-
mandang bahwa aslahah difungsikan sebagai-
mana dalil syara” dalam wilayah muamalah dan
adah. Menurut landasan ini yang dapat meng-
hubungkan ibadah dengan ajaran suci adalah
nas dan zma‘, bukan magslahah. Menurut at-Tufi,
masalah ibadah adalah hak prerogatif Allah
sehingga tidak terdapat porsi bagi manusia
untuk melakukan intervensi untuk menguak
magslahah-Nya. Sebaliknya, dalam persoalan
yang menyangkut bidang mu’amalah dan
adat, Allah menyerahkan sepenuhnya kepada
hamba-Nya demi kemaslahatannya. Oleh
karena itu, akal manusia dapat mengim-

plementasikan muatan was/ahah yang ter-
kandung di dalamnya meskipun bertentangan
dengan nas.*

Pemahaman at-Tufi tentang maslahah di
atas masih satu pemahaman dengan para ahli
usul yang lainnya, khususnya dalam meman-
dang maslahah mursalah, dan mayoritas usuliyyin
juga berpendapat sama sebagaimana dalam
poin ini.

Keempat, maslapah adalah dalil paling kuat
(g 40 Al 5 i) Aaliadll ). Dalam hal ini, at-Tufi
memandang bahwa waslahah adalah dalil syara’
yang paling penting. Oleh karena itu, keber-
adaannya terletak di atas nas dan ijma’.*

S Aaladl Ll iy ol e dpladly pall b ALY ol g
oSall o N Ay il 83 gl 35 Y 5 Canni 5 L Ll 5 (ld Lgdlsy
Vs e ¥ POk e 41 e il Aabadl By o plan¥l s gl
vanadll 3k Lgle dabadl 4o ) aafi g W@ ol )
ole Al i LS Lagd Jubantlly Lagule i) (3 oy W Lagd (Ll

el Gy el A

at-Tufi menyatakan bahwa asiahah bukan
hanya hujjah tersendiri ketika tidak terdapat
nas dan ijma’, melainkan ketika terjadi perten-
tangan antara nas, ijjma’, dan maslahah, maka
maslahah harus diutamakan. Prioritas masiahah
atas nas dan ijma’ dilakukan dengan 7z&hysis dan
bayan, bukan dengan meninggalkan atau mem-
biarkan nas. Pandangan ini berdasarkan hadis
Dl sa ¥, »aY hadis yang memprioritaskan
kemaslahatan daripada kemafsadatan.*’

Melihat paparan di atas, muncul suatu
persoalan mendasar yang perlu mendapat pen-
jelasan, yakni maksud dari nas gat7 dan gann®

4 Husain Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah, hlm. 534.
4> Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri” al-Islami, hlm. 235.
46 Husain Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah, hlm. 536.

47

Husain Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah, hlm. 536. Bandingkan dengan Mustafa Zaid yang secara mutlak

menyatakan bahwa at-Tufi menganggap maslahah merupakan dalil syara” yang paling kuat. Prioritas al-maslahah atas
nas dan ijma’ menurut at-Tufi bukanlah dalam bentuk menafikan nas maupun ijma’, melainkan kemaslahatan umat
diproyeksikan untuk menetralisasi adanya keumuman nas serta ijma’. Dengan kata lain, al-maslahah menjadi proses
penafsiran dan penjelas terhadap nas dan ijma’ yang memiliki indikasi hukum global (rmujmal), sebagaimana Sunnah
memiliki fungsi sama ketika berhadapan dengan nas al-Qur’an yang bersifat global. Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-

Tasyri’ al-Islami, hlm. 209.
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karena jika yang dimaksud dengan #as adalah
gat7, maka akan terjadi perbedaan signifikan
antara at-Tufi dengan usu/iyyun yang lain.
Namun, jika yang dimaksud adalah #as adalah
nas yang ganni maka kontroversi antar-ulama
tidak akan terlihat begitu parah.*

Setelah memaparkan argumennya tentang
konsep magslahab, at-Tufi memberikan argumen
sebagai penjelas makna dari empat hal yang
menjadi asas dalam membentuk konsep ri’ayah

al- maslahah:>°

dasl G plally asall Sl dalad) Ao ai e Jy Ll
Cosag ol S5

glaa¥l (35 Jae 13 e cdlad) Bl s 15l plaa¥l (5 Sia o Lasal)
psadad ASAYT 8 DAY s g i e il gl ) 2
GV e ged 4 GG Y ki 3 i el pllaall &le 5 Lol
Al b il 8 4 ; ) An ) Ael (lSa Loyl sl

Ll s s 5 celleaalls (yam puaill da jlae

Argumen yang mendasari mendahulukan
maslahah dari nas dan ijma’ adalah: Pertama,
mendahulukan masiahah atas ijma’ karena—

Kedua, at-Tufi berpendapat bahwa nas
lebih banyak dipertentangkan sedangkan 7zas-

.lahah disepakati. Alasan inilah yang menjadi

salah satu penyebab terjadinya perbedaan
dalam memandang hukum tercela dalam kaca-
mata syara’.> Sedangkan Ri’ayah al-magslahah
secara substansial merupakan hakikat yang
tidak mungkin diperselisihkan. Atas dasar ini,
at-Tufi berasumsi bahwa berpegang pada se-
suatu yang muttafaq lebih utama daripada ber-
pegang pada sesuatu yang mukhtalaf, sebagai-
mana larangan al-Qur’an terhadap percerai-
beraian.*

LS8 Y 5 e ) Jisg ) sanaic |

Ketiga, at-Tufi berpendapat bahwa banyak
terjadi pertentangan antara nas dengan
maslahah, sebagai imbasnya para sahabat seperti
meninggalkan substansi nas (hadis Nabi) dan
beralih kepada masla)ah, sebagaimana yang
dicontohkan at-Tufi:

menurutnya—ijma’ diperselisihkan kehujjahan- .

. . Ay B V) aall sSaal cpliay Y adlaiaY o 0 A Al 8 gia
nya, sedangkan maslahah disepakati. maslahah i ol pian Lo
mendahulukan sesuatu yang disepakati atas

sesuatu yang diperselisihkan, atas pertimbang- Hadis di atas menceritakan saat Nabi

melakukan perjalanan bersama para sahabat
ketika menuju kampung Bani Quraizah. Dalam
kondisi ini Nabi melarang para sahabat untuk

an ini maslahah menurut at-Tufi lebih utama.

4% Dalam hal gati ada dua kriteria macam dalam usul fikih, yaitu gat’i al-wurud (jelas jalur penyampaiannya) dan
qat’i ad-dilalah (jelas indikasi hukumnya). Dalam wilayah nas qat’i ad-dilalah terdiri dari nas al-Qur’an serta hadis yang
mutawatir. Sedangkan untuk gat’i ad-dilalah meliputi al-Qur’an atau hadis yang di dalamnya memungkinkan muncul
interpretasi. Sedangkan nas yang zanni dalam usul fikih terbagi menjadi dua, yakni zanni al-wurud (tidak jelas jalur
penyampainanya) seperti hadis\ ahad, dan zanni ad-dilalah (tidak jelas indikasi hukumnya) seperti halnya nas yang
butuh penafsiran dan memunculkan lebih dari satu pemahaman. "Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Usul al-Figh, hlm. 34-35.

*? Dalam hal ta’arud atau kontradiksi antara maslahah dan nas yang zanni, Imam Hanbali cenderung mendahulukan
nas yang zanni. Pendapat ini adalah kebalikan dari pendapat Imam Malik. Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi
Pemahaman Islam, hlm. 110.

>0 Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri” al-Islami, hlm. 227.

1 Dalam hal penentuan perbuatan baik dan tercela terdapat pertentangan di kalangan ulama. Pertentangan ini
pada awalnya terjadi di antara kalangan para teologis. Mazhab Asy’ariyah menyatakan bahwa akal pikiran manusia
bisa mengetahui hukum Allah melalui mediator Rasul dan kitab Allah, sedangkan Mu'tazilah lebih memenangkan
akal pikiran manusia, karena akal pikiran manusia mampu atau dapat mengetahui hukum-hukum Allah tanpa melalui
mediator Rasulullah dan kitab yang dibawanya, dan yang terakhir adalah kelompok Maturidiyah yang mengambil
jalan tengah, yakni perbuatan mukallaf cenderung terpengaruh terhadap sifat baik dan buruk, sehingga secara otomatis
akal dapat terpengaruh pula. Namun, perbuatan mukallaf yang baik pun belum tentu baik di mata Allah, begitu juga
sebaliknya. “Abd al-Wahhab Khallaf, “Ilm Usul Figh, cet. ke-8 (Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islamiyah, 1948), hlm. 96-
99.

°2 Q.. Ali Imran (3): 103.
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tidak melaksanakan shalat asar kecuali ketika
sudah sampai di kampung Bani Quraizah.
Namun, kenyataannya para sahabat banyak
yang shalat di pertengahan jalan karena demi
kemaslahatan, mereka khawatir matahari lebih
dulu terbenam sebelum mereka sampai di
kampung Bani Quraizah.*

E. Aplikasi Teori Ri’ayah al-Maslahah
dalam Kasus Ihdad

Ihdad secara etimologi adalah menahan
atau menjauhi. Dalam beberapa kitab fikih,
ihdad didefinisikan dengan menjauhi sesuatu
yang dapat menggoda laki-laki selama men-
jalani masa iddah. Ihdad dapat dikaitkan
dengan beberapa hal seperti untuk siapa
perempuan melakukan ihdad, mengapa se-
orang perempuan ber-ihdad, dan hal-hal yang
tidak diperbolehkan, serta hukum melakukan
ihdad.>* Mengenai untuk siapa seorang perem-
puan ber-ihdad, hampir semua ulama berpen-
dapat bahwa ihdad hanya dilakukan untuk
suami yang menikahinya dengan nikah yang
sah dan yang meninggal dalam masa per-
kawinannya, serta tidak berlaku untuk lainnya.
Syari’ah mengatur masa berkabung (ihdad)
sama dengan mengatur masa iddah bagi
perempuan.”® Perempuan berkabung atas ke-
matian suaminya selama empat bulan sepuluh
hari, hal ini telah diyakini dalam al-Qur’an
surat al-Bagarah (2): 234.

Mengenai tujuan ihdad kebanyakan ulama
menyatakan bahwa ihdad atau berkabung
hanya berlaku bagi perempuan yang bercerai

akibat kematian suaminya. Tujuannya adalah
untuk menghormati dan mengenang suaminya
yang meninggal. Dasar dari kewajiban ber-
kabung untuk suami yang meninggal itu adalah
hadis Nabi saw: >

o 35 B el ol ey ) e JB U
el B By L L amned e ce b B oY
2 Y dsi ooy ale ) Jo & ) e oY s
eV SN G aZ Ol =Y ey Al e oY
o Wl oF ) Bl ey sl Al o)
e e s g ey e ) Lo A 25
(oo 03) -+ oy e B oo 1 2150

Ihdad secara etimologi adalah mencegah,
di antara pencegahan itu adalah mencegah
perempuan dari berhias. Zakiyyah Drajat
menyebutkan bahwa termasuk dalam
pengertian ihdad adalah menampakkan
kesedihan.”” Adapun ihdad secara terminologi
adalah antisipasi seorang perempuan dari
berhias yang termasuk di dalamnya masa
khusus dalam sebuah kondisi tertentu,
demikian itu disebut dengan ihdad atau
tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal
pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya
sendiri. Bagi perempuan yang berkabung untuk
orang lain hanya mendapat batas waktu
selama tiga hari, tak lebih, hingga menghalangi
suaminya untuk menyetubuhinya.®

>3 Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri” al-Islami, hlm. 231.

>4 Ibid., hlm. 320.

> Athif Lamadhoh, Fikil Sunnah untuk Remaja, hlm. 258.

6 Muslim,- al-Jami” as-Sahih, hlm. 202-203.

57

Kesedihan ditampakkan bertujuan untuk menunjukkan sewajarnya seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya,

jika seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian dia tidak menampakkan kesedihan sedikit
pun, maka perempuan tersebut akan mendapat sanksi sosial berupa prasangka buruk masayarakat terhadapnya.
Kesedihan tidak diartikan sebagai rasa putus asa. Namun, kesedihan ditampakkan sebagai wujud kecintaan kepada
suami yang meninggalkannya. Untuk kematian orang selain suaminya, perempuan berkabung selama tiga hari, tidak
boleh lebih. Ketika seorang perempuan berkabung atas kematian orang lain maka tidak diperbolehkan hingga
melebihi waktu sampai menghalangi suami yang akan untuk menyetubuhinya. Zakiyah Drajat dkk., Ilmu Fikih

(Yogyakarta: P.T. Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 192.

8 Athif Lamadhoh, Fikil Sunnah untuk Remaja, hlm. 257.
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Menurut kebanyakan fuqaha’, ihdad
adalah ibadah yang dapat dipahami maknanya
secara ‘aqliyah, mereka berpendapat bahwa
esensi ihdad untuk menghindarkan pandangan
lelaki kepadanya dan mencegah perempuan
yang ber- ihdad dari memandang kepada lelaki,
mereka mempersamakan antara perempuan
karier dan perempuan muslimah. Sedangkan
bagi fugaha’ yang lebih memperhatikan dari segi
pandangan kaum lelaki kepada orang yang ber-
ihdad, mereka membedakan antara perempuan
yang masih kecil dan perempuan dewasa. Bagi
perempuan yang masih kecil tidak memiliki
kewajiban ihdad karena tidak mengandung
pandangan lelaki kepadanya.®

Sebagaimana penjelasan terdahulu, at-
Tufi membagi maslahah dalam dua wilayah,
yakni ibadah dan muamalah. Ia menyatakan
bahwa maslahah merupakan dalil utama dalam
bidang mu’amalah:®°
yoales gl jdiey wlsle if'“j\ ey )
by pedl ad jum ol judlly oblall e O Leb

Tohall 4 gun oSl e O Ly laY

Paparan di atas dinyatakan at-Tufi
sebagai implikasi jika terjadi pertentangan
antara maslahah dan dalil dalam bidang
mu’amalah maka maslahah harus didahulukan
atas dalil yang lain.

Jika dikelompokkan dalam pembagian
ri’ayah al-maslahah at-Tufi, maka ihdad masuk
dalam kategori mu’amalah, karena ihdad
sebagaimana penjelasan yang telah lalu ter-
masuk dalam kategori ‘urf ‘amali. Ihdad juga
berhubungan dengan kebiasaan dan perbuatan
masyarakat, yakni dalam bentuk menjaga diri
bagi seseorang ketika dalam masa iddah saat

59 Ibid, hlm. 346-347.
60 At-Tufi, Kitab at-Ta'yin, hlm. 21.

ditinggal mati pasangannya. Berbeda dengan
iddah, karena iddah sebagaimana yang di-
nyatakan Mustafa Zaid termasuk dalam wila-
yah mugaddarat, yaitu sesuatu yang ukuran dan
implementasinya telah diatur oleh syara’.®!

Ihdad secara tersirat termasuk dalam jenis
“urf gawli karena kebiasaan seorang yang men-
jaga dari ucapan atau berkata-kata dianggap
tidak mampu menjaga dirinya dari fitnah.®* At-
Tufi juga menegaskan bahwa wilayah mu’a-
malah dalam syariat adalah untuk memenuhi
kebutuhan manusia. Kemaslahatan manusia
dalam wilayah mu’amalah merupakan tujuan
utama dari syara’.

Melihat alur pemikiran at-Tufi dalam
pembentukan konsep ri‘ayah al-maslahah, ihdad
masuk dalam wilayah muamalah, sehingga jika
terjadi pertentangan antara kemaslahatan
manusia dan ketentuan syara” maka kemas-
lahatan yang harus didahulukan. Sebagaimana
teori at-Tufi tentang ri’ayah al-maslahah,
mendahulukan maslahah atas nas bukan berarti
membuang nas, tetapi di-takhsis atau bayan,
maka sama halnya dengan ihdad, jika terjadi
pertentangan dengan nas maka perlu di-takhsis,
yaitu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan
seseorang serta menjelaskan hal-hal yang men-
jadi kebutuhan primer orang itu, adapun
dalam hal ihdad terdapat problem baik bagi istri
maupun suami.

Bagi istri, masalahnya adalah jika istri
harus menahan tidak berhias selama empat
bulan sepuluh hari, sedang dia berkarir. Begitu
pula bagi suami, sebagaimana diketahui dalam
KHI, bahwa masa berkabung atau ihdad juga
berlaku bagi suami.®® Sedangkan nas tidak
memberikan penjelasan tentang kewajiban
ihdad suami, padahal selain penjelasan KHI,

61 Karena manusia tidak mampu mengetahui batas ukuran serta hal-hal yang dikehendaki oleh syari” dalam segala
hal yang berkaitan dengan ibadah, hudud dan muqgaddarat, kecuali dengan memahami legislasi syari” dalam bentuk nas,
atau melalui penjelasan dari para ulama dalam bentuk ijma’. Maka nas dan ijma’ menjadi dalil utama yang harus
dipertimbangkan. Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri” al-Islami, hlm. 231.

62 Rifyal Ka'bah, Keluasan dan Keluasaan Syari’ah Islam, hlm. 18-19.

63 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 55.
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dalam kehidupan masyarakat pun tentu dipan-
dang kurang patut jika seorang laki-laki lang-
sung menikah ketika istrinya meninggal. Me-
lihat problematika ini penulis akan mencoba
menjelaskan masalah-masalah yang dilematis
tersebut.

1. Ketentuan ihdad bagi Istri

Mengenai ihdad bagi istri, syariat telah
mengatur ketentuannya secara eksplisit. Hadis
riwayat al-Bukhari, misalnya, memberi pene-
gasan bahwa ihdad harus dilakukan selama
masa iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari.®*

O Sl Ak ol (e duabs ge sl Ge e o AN gl ) ce
I i e e 8yl 053 Y J abuy aide i) Lo dil S
Yy cuac sV suac b Gl Vg | e 5 jedl )l £ 5) e
13 gade i lilal o) Jaud (e 535 < seda 131 Y1 Lha e Y 5 3
¥ 5) il g (auaiai ¥ g) Bl W e (sl g 2 gl (¥ g aluse Jad]
Hadis di atas memberikan penegasan
bahwa bagi perempuan yang ditinggal mati
oleh suaminya mendapat ketentuan ihdad
selama empat bulan sepuluh hari, dengan cara
menjaga diri dari berhias atau bersolek yang
bertujuan untuk menunjukkan rasa belasung-
kawa kepada suaminya yang telah meninggal.
Dalam hal ini, terdapat ulama yang mene-
gaskan bahwa tujuan orang ber-ihdad adalah
untuk menampakkan kesedihan.® Ihdad juga
dimaknai sebagai antisipasi seorang perem-
puan dari berhias.®
Pengertian ihdad tidak hanya berhenti
pada masalah lama waktu berkabung, ihdad
dalam hadis lebih dikhususkan bagi perem-
puan, hal ini bertolak dengan penjelasan yang

=N

termaktub dalam KHI, bahwa ihdad atau masa
berkabung juga berlaku bagi laki-laki yang
ditinggal mati suaminya.®’Kasus ihdad juga
akan menjadi problem ketika berbenturan
dengan kondisi masyarakat atau adat yang
secara faktual berbeda dengan masyarakat
ketika syariat tentang ihdad diturunkan.®

Di era kekinian ilmu modern membukti-
kan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja me-
rupakan tempat paling baik untuk mendong-
krak profesionalitas dan produktivitas. Untuk
mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi
tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia
harus memiliki prioritas dan serentetan ke-
wajiban dalam Islam, baik dalam hal intelek-
tual maupun ekonomi, keduanya perlu men-
dapatkan prioritas utama agar seseorang dapat
mencapai kualitas standar terjamin dan ter-
penuhi hak-haknya dengan baik.®

Selain fenomena di atas, perempuan Islam
masa kini memiliki peran hingga masa men-
datang, semua itu untuk mengisi pembangun-
an nasional dalam rangka pengabdian kepada
Allah. Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah
perempuan di ranah publik masih menjadi
perbincangan. Hal ini tidak bisa terlepas dari
produk-produk warisan kolonial yang menem-
patkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap
permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh
adat ketimuran di mana perempuan selalu
tunduk pada aturan-aturan suami. Dalam
komunitas pesantren peran perempuan diatur
sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab klasik
(kitab kuning).

¢ “Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 185.

65 Lihat misalnya Zakiyah Drajat dkk., Ilmu Fikih, hlm. 192.

66 Athif Lamadhoh, Fikih Sunnah Untuk Remaja, hlm. 257.

7 Lihat lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam, BAB XIX Pasal 170. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib
melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya
fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

N

8 Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Ali Yafie bahwa Perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas
dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas
utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik. Sehingga
dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban
dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah swt. Ali Yafie,
Menggagas Figh Sosial (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 19.

69 Ibid., hlm. 19.
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Sebagai contoh keberadaan perempuan
(khususnya perempuan pekerja) yang ditinggal
mati oleh suaminya, dia wajib melaksanakan
iddah dan konsekuensinya yakni ihdad; iddah
merupakan masa penantian seorang perempuan
sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suami-
nya atau setelah suaminya meninggal dunia.”

Fugaha’ berpendapat bahwa perempuan
yang sedang ber-ihdad dilarang memakai per-
hiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki,
seperti perhiasan, intan, dan celak. Perempuan
yang sedang ber-ihdad tidak diperbolehkan
berhubungan dengan laki-laki dan melakukan
semua perkara yang dapat menarik perhatian
kaum lelaki kepadanya.

Problematika perempuan tentang masa
ihdad bisa dipecahkan salah satunya dengan
teori ri’ayah al-maslahah at-Tufi. Dalam teori
ri‘ayah al-maslahah at-Tufi, jika terdapat per-
tentangan dengan nas dalam bidang mu’ama-
lah maka maslahah lebih diutamakan, karena
maslahah tidak mengandung pertentangan.
Berbeda dengan ijma’ serta atau nas.”

Dalam kasus ihdad ketentuan nas tidak
sejalan dengan kondisi yang dihadapi perem-
puan saat ini. Nas memberi ketentuan bagi
perempuan selama empat bulan sepuluh hari,
sedangkan masa itu terlalu lama bagi perem-
puan, terutama yang bekerja. Berdasarkan
ri’ayah al-maslahah at-Tufi, perempuan tidak
harus ber-ihdad sebagaimana ketentuan dalam
nas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun
lama masa ihdad disesuaikan dengan kebutuh-
an. Jika perempuan seorang pegawai, maka
lama masa ihdad disesuaikan peraturan cuti
bagi PNS, sedangkan bagi perempuan yang
bekerja non-pegawai, maka ihdad dilakukan
sesuai kebutuhan. Artinya, ketika dia sudah
membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangganya, ia diperbolehkan bekerja
kembali.

70 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, hlm. 140

Namun, perlu diingat bahwa dalam
ri’ayah al-maslahah at-Tufi, mendahulukan
maslahah atas nas bukan berarti membuang nas
seutuhnya, melainkan dengan jalan takhsis
sebagaimana bayan dalam sunnah atau ter-
hadap nas.”? Sebagimana dalam kasus ihdad
tidak semua perempuan yang mendapatkan
keringanan untuk melaksanakan ihdad di luar
dari ketentuan nas, namun di-takhsis atau di-
khususkan, yaitu hanya bagi perempuan yang
terikat dengan kontrak negara seperti pegawai,
dan perempuan yang menjadi tulang punggung
keluarganya karena tidak ada lagi kecuali diri-
nya, atau memiliki tanggungan anak-anak kecil
yang belum bisa bekerja. Dengan kata lain, jika
perempuan telah memiliki anak yang telah be-
kerja atau tidak sebagai pegawai maka baginya
tetap melakukan ihdad sebagaimana ketentuan
nas.

2. Ketentuan ihdad bagi Suami

Sebagaimana penjelasan yang kita ketahui
bahwa tidak ada ketentuan ihdad bagi suami.
Baik dalam al-Qur’an ataupun hadis, tidak ada
satu pun yang menjelaskan anjuran ihdad bagi
suami, misalnya hadis Nabi saw.:”

dinsad B jlay e Agm oY asen 8l Al ol Gty Gy ) Conas
Jsb plus ade ) (Lo J gy Conans (BY 138 pial Lai) il L) )3
da)) gyl V) ESEEA T gl AY) aslls Al gaisl ey da Y
Gle dl (Lo all 55 i) oesleal go ) ading | ple s sl
(Ao osl)) . plus e dil Lo il ) 5l any (ga 8l el i gl g

Hadis di atas memberi penegasan bahwa
kewajiban ihdad hanya berlaku bagi istri bukan
suami. Hadis ini tidak secara tegas memberikan
ketentuan ihdad bagi Namun
pernyataan yang berbeda dinyatakan dalam
kompilasi hukum Islam, ulasan dari pasal KHI
menegaskan bahwa suami memiliki masa ihdad
atau masa berkabung setelah kematian istrinya,
bertujuan untuk menyatakan kedukaan atas

suami.

"1 Husain Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah, hlm. 534.
2 Husain Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah, hlm. 536.

73 Muslim al-Hajjaj, al-Jami” as-Sahih, hlm. 202-203.

Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, 2014 M/1435 H

13



Arifah Milati

kematian istrinya.”* Dalam konteks suami ihdad
penting dilakukan agar tidak timbul fitnah di
masyarakat, karena jika muncul fitnah maka
akan madarat bagi suami serta madarat bagi
nama baik keluarganya. Masa ihdad sebenar-
nya adalah wujud dari kesedihan si suami atas
musibah yang menimpa dirinya. Paparan
dalam KHI pasal 170 cukup beralasan sebagai
anjuran suami untuk melaksanakan ihdad.”

Ihdad atau masa berkabung sebagaimana
dalam KHI, tergolong dalam kategori "urf khu-
sus. Karena masa berkabung secara umum
hanya dilakukan oleh perempuan bukan laki-
laki. Sebagai bukti bahwa ihdad termasuk "urf
khusus adalah, bagi laki-laki yang ditinggal
mati istrinya, laki-laki tersebut boleh langsung
melaksanakan pernikahan lagi. Karena hukum
tidak menetapkan berapa lama suami harus
menjalani ihdad-nya, tetapi minimal berpijak
kepada asas kepatutan.” Seorang suami se-
harusnya juga bisa menahan diri untuk tidak
langsung menikah ketika istrinya baru saja
meninggal, hikmahnya adalah untuk menun-
jukkan rasa berkabung sekaligus menjaga tim-
bulnya fitnah.

Jika dikompromikan dengan ri‘ayah al-
maslahah at-Tufi, ihdad bagi suami tergolong
wilayah mu’amalah karena berkaitan langsung
dengan penilaian masyarakat.” Sebagaimana
konsep ri’ayah al-maslahah at-Tufi jika terdapat
pertentangan dengan nas maka maslahah yang
diutamakan, namun dalam hal ihdad bagi
suami nas tidak menegaskan secara tegas. Ke-
tidaktegasaan ini mengandung dua kemung-
kinan. Pertama, karena ihdad bagi laki-laki
mengandung maslahah sehingga nas mendiam-
kan, tidak melarang serta menganjurkan. Ke-
dua, karena ketimpangan gender, yang meng-
anggap bahwa laki-laki tidak perlu ihdad, dan
laki-laki dianggap lebih superior daripada

perempuan. Sehingga, demi kemaslahatan dan
rasa penghormatan suami terhadap istri, se-
layaknya ihdad dilakukan bagi suami. Namun,
berbeda dengan masa ihdad bagi istri, dalam
ketentuan ihdad bagi suami tidak mengguna-
kan takhsis maupun bayan, karena nas_ tidak
menjelaskan ketentuan ihdad bagi suami, se-
hingga tidak terdapat nas yang di-takhsis mau-
pun bayan.

Adapun masanya sesuai dengan kepatut-
an yang biasa di masyarakat, hingga masya-
rakat tidak memandang buruk jika suami ter-
sebut menikah lagi, karena pandangan masya-
rakat mempengaruhi citra keluarga. Meskipun
tidak secara tegas disetujui oleh syariat, nilai-
nilai pandangan masyarakat ini menjadi per-
timbangan penting sebagai penyeimbang
syariat, agar syariat sebagai bahasa langit tidak
dipandang kaku oleh masyarakat sehingga
perlu nilai-nilai tertentu untuk membumi-
kanya.

F. Penutup

Ihdad masuk dalam kategori mu’amalah.
Karena ihdad termasuk dalam kategori ‘urf
‘amali. Ihdad juga berhubungan dengan ke-
biasaan dan perbuatan masyarakat (yakni
dalam bentuk menjaga diri bagi seseorang
ketika dalam masa iddah saat ditinggal mati
pasangannya).

Berdasarkan ri‘ayah al-maslahah at-Tufi
perempuan tidak harus ber-ihdad selama empat
bulan sepuluh hari, namun lama masa ihdad
disesuaikan dengan kebutuhan. Jika perem-
puan seorang pegawai, lama masa ihdad-nya
disesuaikan peraturan cuti bagi PNS, sedang-
kan bagi perempuan yang bekerja non-pegawai,
ihdad-nya dilakukan sesuai kebutuhan. Hal ini
berdasarkan konsep at-Tufi tentang men-

74 Lihat keterangan lebih lanjut, Hukum Perkawinan Islam, hlm 91-92. Dijelaskan bahwa bagi ihdad dilakukan bertujuan
untuk menunjukkan kedukaan dan penghormatan bagi istrinya yang telah meninggal.
7> Soemiyati, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974, Sampai

KHI, hlm. 251.
76 Ibid., hlm. 122.

7 Husain Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah, hlm. 534.
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dahulukan maslahah daripada nas bukan berarti
mengabaikan nas seutuhnya, melainkan
dengan cara takhsis.

Ketentuan ihdad bagi suami tidak di-
nyatakan dalam nas, ihdad tergolong dalam
kategori urf khusus. Karena masa berkabung
secara umum hanya dilakukan oleh perem-
puan, bukan laki-laki. Karena hukum tidak me-
netapkan berapa lama suami harus menjalani
ihdad-nya, tetapi minimal berpijak kepada asas
kepatutan. Seorang suami juga mestinya dapat
menahan diri untuk tidak langsung menikah
ketika istrinya baru saja meninggal. Hikmah-
nya adalah untuk menunjukkan rasa berka-
bung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
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